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ABSTRAK 

Judul Tesis :  PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PEGAWAI DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 

 
 
Nama / NPM : Edi Syahputra / 14260003 

Kata Kunci  :  Kompetensi Pegawai, kementerian Hukum dan HAM, Pelayanan 
Publik 

Semangat reformasi telah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 
melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam 
pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendorong 
kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik (Good Governance) dalam administrasi publik dan pelaksanaan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan wujud responsibilitas 
pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan 
bangsa dan negara. Mengetahui bahwa kinerja birokrasi di Indonesia rendah, 
maka diperlukan adanya peningkatan kompetensi terhadap aparaturnya baik 
secara individu maupun kelompok guna meningkatkan produktifitas dan 
profesionalitas kerja. Kompetensi dalam hal ini mengarah pada kompetensi 
birokrasi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai ASN khususnya di 
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Rumusa 
masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana strategi 
Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi 
pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik ?, (2) Apa yang menghambat 
upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan Kompetensi dan 
Kualifikasi pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik ?. Adapun 
penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode 
yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang tentang strategi 
Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi 
pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik dan hal yang menghambat 
upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan Kompetensi dan 
Kualifikasi pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Upaya 
Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi 
pegawainya untuk meningkatkan pelayanan publik adalah menciptakan SDM 
Hukum dan HAM yang benar-benar berkualitas, bersih dan bermartabat. Dengan 
perkataan lain, dalam arus utama penyelenggaraan pemerintahan yang 
transparan dan akuntabel, serta perubahan yang bergerak demikian cepat, 
Kementerian Hukum dan HAM harus didukung oleh sumber daya manusia yang 
tidak saja memiliki intelektualitas yang tinggi. 
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